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Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR INPRES WARARI
Kepala DMoas Pendidikan dan Kebudayaan

Memmbang : & bahwa Pendidikan adalih usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potenst dirinya untulk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian  dird,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan vang
diperiukan dirinya, masyarakat, bangea dan negara;

b. Sekolah Dasar Negeri vang sclanmjuinyva disingkat 3D Negeri
adalah satu bentuk satuan pendidikan pada jalur pendidikan
Formal yang menyvelenggarakan pendidikan bagl anak berusia &
sampai 7 tahun dengan prioritas utama 7 tahun;

¢. bahwa pendirian satuan pendidikan merupakan pembukasn
satuan pendidikan baru sebagal upava nyata pemerataan akses
pendidikan anak usia sekolah di daerah pinggiran dan terpendcil;

d. bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal veng
didirikan wajib mempereleh ijfin Pemerntah atayu Pemerintah
Caerah;

e, bahwa untuk beroperasinva S0 Inpres Waran perlu ditetapkan
ijin operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayann
Kabupaten Kepulauan Yapen;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Provinsi Papus [Tambahan Lembaran Nepgnra Republik
[ndonesia Momor 4151;

2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nagional;

3. Undang-undang Bl Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerimtahan
Daprah [Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4437)
gpchagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tehun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Masional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20010 tentang Pengelolaan
dan Penvelenggaraan Pendidikan; yang dirubah  dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010,



